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BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

.. PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3! TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
UNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa berdasarkan ketentuan PAsal 2 Peraturan Pémerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistetn Pengendalian Intern
Pemerintah, Bupati wajib melakukan Pengéndalian atas

|Pentyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan untuk memberikan

Keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan
efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemeérintdhan
Daerah, keandalan- pelaporan keuangan, pengamanan aset,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

(bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19

Peraturan Pemerintah Némor 12 Tahun 2017 tentang

|Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
i{ Daérah,

Bupati wajib melakukan Pembinaan dan

Pengawasan kepada Petangkat Daerah dan Pemerintahan
Desa, ddalah untuk usaha, tindakan, dan kegiatan yang
ditujukan  untuk = meéwujudkan  tercapainya tujuan
penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah . dalam kerangka

W

2 iy

A

Negara Kesatuan Republik Indoniesia dan usaha, tindakan,
dan  keégiatan  yang  ditujukan  untuk menjamin
penyelenggaraan Pemeéridtahan Daérdh berjalan sécara
éfisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa untuk meningkatkan efektifitas d i8ienai
sebagaimana dirnaksud dalam Huruf & dan m;u;uf %ffe;?na;
didalamnya terthasuk pengelolaan manajemen resiko. dan
tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pémerintah, perhu
xhenemp.kx.m Peraturan Bupati tentang Plagam Pengéwaséh
Igtémai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
Undang-Undang Nomor 28 = Tahun 1999 te
Eer;yelapgga:m Negara -yang Bersih dan Bebag ntggx;gi
Korupdi, Kolusi dan Nepotidthe (Lémbaran Nagara

|| Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, ThmbAhan

Ifcrhﬁa:an Négara Republik Indonesia Nomor 3851);
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it st vavauyg iwmor $ rahun 2003 tentang Pembentukan
'Qbupat.cn Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupatén
KaUr di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran
E\IFS&m Republik Indonesia Nomor 4266); _
Pndang- ik Indonesia Nomor 17 Tahun )
;tcntang Uffﬁaffgfﬁpuﬁfé{m (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

Pndang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Letabaran'Negara Republik Indonesia

TLahun 2004 Nomor 5); p

Phdang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
Mdntang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2004 Nomor 66); ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
bentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Han Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 126};

Uﬁdang-Undang Nomor 23 Tahun 201.4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Pahun 2014 Nothor 224, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 5597) sebageimana telah diubah

10.

11,

12,

" beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nemor 9

Tazhun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintdhan Déerah
. Lembaran. Negara . Republik-Indonesia - Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
'B679);

{ndang-Undang: Republik Indonesia Nomor § Tahun 2014
fehtang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); - g

iPeraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 téntang
Pengadadn Barang/Jasa, Pemerintah, sebagaimana telah
Heberapa kali diubah, terakhit dengan Peraturan Presiden,
Ndmor 4 Tahun 2015 tentang Petubahan Keéempat atas
Pératuran  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
engadaan Barang/Jasa Perhérintalh (Lembaran Negara
¢publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

IPeraturan Pemerintah Nomot S8 Tahun 2005 téentang
engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
INegara Republik Indonesia Nomor 4578);

eraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistém
engendalian Intérn Pemérintah (Lembaran Négard Republik
ndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahdn Lembaran
¢gara Republik Indénesia Nothor 4890); T

etaturan Pemerintalh  Nomor 27 - Tahun 2014 tcntané
engelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92;

Scanned with CamScanner



&m'l\mtumne—.-"""‘ ‘
: Canti Kerugian Negara/Daerah: terhadap
tgawai Negéri Bukan Bcndaharaga::tét. Pejabat  Lain

'lel'bamn Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

i EF M B8

T craturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
E‘Cl‘angkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2016 Nomor 114);"

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawei Negeri Sipil (Lembaran Negara
]QCpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

16, 1

ic.‘&mran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pényclenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negéra
Republik Indonesia Nomor 4593);

~ 17. Peraturan Badan Pemeriksa Keudngan Republik Indonesia
"} Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan

; feuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1); ' -

18. ;Ej.gr.amx}ﬂn_ Menteri Dalam Negeri -Nomor 23 Tahun - 2007
) “f¥fitang  Pedoman ~Tata Cara  Pengawasan Atas
' ‘Phhyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah
fatakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
{hun. 2009  tentang Perubahan Atas Peraturan Ménteri
- Palam: Negeri:Nomor:23;Tabun. 2007 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Dagrah tanggal 28 Januari Tahun 2008;

19. Jperaturan Menteri Dalam- Negeri Nomor 19 Tahun 2017
fentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita
{Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547.

= MEMUTUSKAN :

”“) Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO. ~ *

Pasal 1
; Dalam Poraturan Buphti ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

2. Pemerintah Daerph adalah Bupat dan Perangkat Dacrah sebagai unsur

penyelenggara Perf erintahan Daerah; . :

Bupati adalah Bupati Mukomuko;

Inspektorat adalal} Inspektorat Daetah Kabupaten Mukomuko;

Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;

Organisasi Perangkat Daerah yang sclanjutnya disebut OPD adalah

Perangkat Dac¢rsh.pada Pémerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukorhko; &

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daérah yang selanjutnya disebut UPTD adalah

Unit untuk melaksdnakan kegiatan téknis operasional dan/atau kégiatan teknis

penunjang tertentpy;

8. Pemerintalian D
képentingan mas
Republik Indonesih;

el g

~
=i

sa adalah pényelenggaraan urusan penerintahan dan
at setempat dalam sistem pemetintahan Negara Kesatuan
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“aleh“indtany @ ™ Pemerintah: ‘yang selanj
Pahpdmacs, nsi Femerintah ‘yang - dibeniais: as me
éng‘?f-‘,‘{&%n Intern g Linglun; a’;f’;g mbﬁhmwﬁgﬁb%un Mukomuko;
a:m.tk--chgawas { 4 8 -rm .D‘?‘c, un ai Jabatan
Fungsiona) jpdalah ‘Pegawai. ‘Negeri - .Sipil: yang memp 'yai R
Pengiiuas crtenty (UFT) Alditor yang terdiri atas Jabatan Fungsion jal
pQ?Eéwag_ U“%Ba@nl Pemerintahan - di [Daerah::(P2URD), Jabatan Fungsional
(A ?a*t Fungsional| Auditor; (PFA), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawalan
y IWan)l dan/atay Aparatur Sipil Negara lain yang.diberi tugas, wewenang,
-nggung jawab ildan. .bak secara .penuh pleh pejabat yang berwenang
‘i:;llgkswakan Pengawasan pada ‘Instansi Pemerintah untuk dan atas nama |
) o s ' g
12. Sistem Pengendalidf. Intern Pemerintah yang selanjutnya dise’ut déngan SPIP - |
adalah proses yangjintegral pada tindakan dan kegiatan yang dila! secara |
- terus menerus oldh’ pimpinan dan selurul pegawai untuk gcmbeﬁm
ik keyakinan memada].atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien,|[keandalan pelaporan keuangan, pengamanan -aset negara I
dan ketaatan terhadap pefaturan petundang-undangan; . |
13. Pémbinaan Penyelefiggaraan Pémerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan |

'ﬁ\ kegiatan  yang Jdimiuknn untuk mewyjudkan tercapainya  tujuan
{

penyelenggaraan ‘Bpmerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indoncsit+ dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan ’
pelatihan serta penglitian dan pengembangan; .
14. Pengawasan Penyeltnggaraan Pemerintahan. Daerah adalah usaha, tindakan,
dan kegiatan yang|ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintdhan "
Daerah berjalan sefara efisien dan efektif. sesuai dengan ketentuan peraturan i
nerundang-undanghn’ audit, revin, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnyf
15. Objek Pembinaan dfinPengawasan adalah OPD, UPTD dan Pemerintahan Desa.
16. Pangawasan Internf’ddalah seluruh ptoses kegidtan Audit, Reviu, Evaluasi,
Pemantauan, dan-Kégiatan Perigawasan Lainnya bérupa Asistensi, Sosialisasi,
o~ dan Konsultasi tet: ;if}ép penyelenggaraan  tugas dan fungsi organisasi dhlam
J  rangka memberikln’® keyakinan yang memadai bahwa keglatan telaH
dilakeanakan sesud) dengan tolok ukur yang telah ditétapkdn secara efektif dan

]

[ G |

L i | e

Pasal 2

i Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka
cifitas manajemen tisiko dan tata kelola APIP;
Intern bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan,
: yang sisternatis, dengan cara mengevaluAsi dan
ktivitas manajémen risiko, pengendalian, dan proses tats r
“kelola APIP. Il Be - | A 2
‘ Pasal 3 | '
1. Pembinadn dan Péfjgawasan adalah pelaksanaan pengendalian risik aloukan

oleh Bupati melalufilispektorat. - . 3" B
2. Inspéktorat melakbkan Pembinaan dan Pengawasan Keépala Daerah Téth

Petanckat Daerah debagaimdna dimaksud pada ayat (1) meliputi : D

4. Pélaksanaan Urudn Pemerintahad yang menjadi kewenangan da¢rah; B

b. Pelaksanaat TugadtPembantuan yAng. bérsumber, ddfi Angoarkn Pandasatan ;

st o |
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iidag kriteriE yang ditetapkan
neanaan, - peﬁgangga% 7
PRtie: evaluasi;dan pcrttm88‘1‘;1&8;‘}5;“1’1El ‘

Pel; SPeenintahan yang menjadi kewenangan-dacrai,,
n 18 Keuarigan Dacrat, ﬁiﬁﬁ‘é@mm dari Anggaren

S ayac (3 metiptls

ARt s v i V) puti: L Sl 72

) Penilaian ‘atds ‘manfaat dan keberhasilan kebijakan serta
gram dan kegiatan; AR o :
dara - berkala atau sewaktu-waktu ‘ma 1pun . pemeriksaan.

crhadap dokumen ataulaporan secara berkala atau sewaktu-waktu

o« m' . . 2 H ;
d. Pcng}.lsutan atas| kebenaran laporan mengenai. adanya indikasi terjadinya
mnylmf;‘ﬂngm;fléJmpai,-koluai,_'dan nepotisme; dan :
¢. Monitoring dan’ ey aluasi terhadap prograr dan kégiatan Perangkat Dacrab.

- Inspektorat melaldkan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Dacrah terhadap

Pcmti'int&hgn Dcaa,sg:bagaimana dimaksud padd ayat (1) meliputi :

a. Laporan pertangglingjawaban pengelolaan keuangan desa;

b. Efisiensi dan ef kHyitas pengelolaan keuangan desa; dan

c. Pelaksanaan tughs lain sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. S LA

(1) meliputi ;

. Pengawasan pclaku.:Tﬁm-pcngendgl_ian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

a. audit;
b. reviu; o . : ‘ b T s,
c. cva]_ug._'si; 3 . (IR B b e ..;', ;

d. pemantauan;

a. sosialisasi; j

b. pendidikan dan I3tihan;

c. pémbimbingan din konsultansi;

d. peningkatan koipetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Daersah, .

Pasal 4 .

lengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan
dokumen dan/atay menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk
kepentingan _kelaticaran pemeriksaan ' pengelolaan dan - tanggung jawab
keuangan ~ daeralyy sebagaimana - dimaksud dalam Penjelasan - Piagam
Pengawasan Interndan: Peraturan pelaksanaannya, dapat. dijatuhi Sanksi
Hukumidn Disiplin gebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4 déngan. sengaja. mencegah, menghalangi, dan/atau
menggagalkan - peliksanaan pémeriksaan = sebagaimana dimaksud dalam -
Penjelasan Piagaml ngawasan Intern dan Pératuran pelaksanaannya dapat di
jatuhi hukuman djsiplin- sebagaimana Péeraturan Perundang-Undangan yang

H ' L

. Setiap orang yan‘_f menolak pemanggilan yang dilakukan oleh Inspektorat

sebagaimana dimgitsud dalam: Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan
Peraturan pclaka_" annya tanpa menyampaikan alasan penolakan secars
tertulis, dapat di jgtuhi hukuman. Disiplin sebagaimana Peraturan Perundang-
undangan yang betjaku. we s

" i
s
P
5 ‘f%
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= o e sasucuigall pcriaKil g
. N8pektorat 21{ JFT dan atay Staf PNS dansnr::ojnm;%:s pada Instansi
emerikdaan en Mukomuko ataupun PNS dan non PNS pada ObjeX

taksud P enjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan

elak g
Ecrlalizfl e, dl! roses sesuai dengan peraturan Pcmndmg-mdean yang

Pasal 5

Tujuan, Sasarar| dan Lingkup Pengawasan Inspektorati
tandar Audit APIP; :
. Persyaratan APIR Inspektorat,
i." Larangan Merdngkap Tugas dan Jabatan APIP;
Q j. Hubungan kerjajdan koordinasi; dan
- k. Penilaian berkald. - §7 |
@ Bentuk, isi dan Perlfelasan Piagam ‘Pengawasan. Intern. sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dhn merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupaﬁ ini. s \
3. Sistim Oprasionalifrosedur (SOP) den petunjuk pelaksanaan dari Peraturan
Bupati ini ditetapiah dengan Peraturan Inspektur Inspektorat Kabupaten
Mukomuko $esuai'dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

Pasal 6
pada tanggal diundangkari.

’.f") Peraturan ini mulai ber |
Agar setiap orang mcﬁg‘;etahumyatmcme;intqhkm pengundangan Peraturan Bupati ‘
ini dengan pcncmpatax?ﬁa dalam Berita Daerah Kabupaten"Mukomuiko.

" k :
“
\

i
I
t
{

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 30 November 2017

CHOIRUL/HUDA

Diundangkan di Mukofnuko
pada tanggal 2ONovember 2017
SEKRETARIS DAERAH [KABUPATEN MUKOMUKO,

L
- SYAFKANI, SP [

41
il

BERITA DAERAH KAB‘hPé’I‘EN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR..3!

i
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. Inspektorat Daerah

: Basal 4, PP Nomo_
Pamerintah, antara ' '

¢ Pendelegasian wi
f. Pényusunan daj

(Quditi) mencapaj
Sistematis dan tera
manajemen risiko’ k

- Pengawasan Intemn

pPémantauan, dan k
dan konsultasi terh

rangka mcmbcnkm[l. keyakinan yang memadai bahwa kegiatan

dilaksanakan sesuai

kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk
(assurance activities) dan konsultansi (consulting
cang untuk memberi niiai tambah dan meningkatkan
organisasi (auditi]. Kegiatan ini membantu Organisasi
juannya dengan cara menggunakan pendekatan yang
r untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses
ntrol (pengendalian), dan tata kelola (scktor public).
adalah seluruh proses kegiatan™ audit, reviu, evaluasi,
giatan pengawasan Lainnya berupa asistensi, sosialisasi,

ap penyelenggaraan tugas dafi fungsi organisasi dalam
telah

dcugan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kcpéangan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan

yang baik. '

Kabupaten Mukomuko adalah Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah yang diblentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di

Lingkungan Pemerin

. Inspektorat Daerahyj

a4 Daerah Kabupaten Mukomuko.
Kabupaten : Mukomuko . memiliki , kewenangan untuk

mengakses sel :
dan personil pada i
Kabupaten Mukomt

informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset,
stansi/satuan kerja di Linglungan Pemecrintah Daerah
ko yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan

tugas pokok dan fﬂrr gsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana

tercantum dalam J&

‘afhpiran Piagam ini berdasarkan :

1. Pasal 380, Past

tentang Pemerintal
2. Peraturan Péme ‘
~ Pengawasan Peny¢

¢. Kepemimpinan yi
d. Pembéntukan st

sumber daya me

[|384, Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

_Dacra.h;

intah Nomor 12 tahu 2017 Téntang Pembinaan Dan
'¢‘nggaraan Pemerintahan Daerah.
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' e,

1j

yang bajje den :
X 8an Instang; Pemerintah terkait.

A =OUpate
M&numa, Sarang di Pr ! Mukomuko akan mengalokasikan Sumber daya
mCIakgaanan Tu J o rana sertg Anggaran Belanja yang memadai untuk
838 dan Pungsi Ingpeit |

. orat Daerah Kabupé.tcn Mukomuko.
Plagam Audit tngery

mlaj : _ o
maka gkan dilakukéij!: iy Sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperiukan
Perubahan dan/atau penyempurnasn guna menjamin

Kesclerasan dengan o

. praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan
lingkungyn, OTganisasi,

dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas
dan fungsj Pemerintah i '

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 2017
-Mcngptah 1, Dibuat oleh
Se Aerah, Inspektur,
Pembina U Muda Pembina Utama }Muda,
NIP. 1959112419

NIP. 19650606 1986021003

o
r
E| B
¢
.

i
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2017

. TANGGAL 20 W\ovgwper 2017
ENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP

1. PENDAHULyAN

a. Piagam Pengawasan Intern (Intem Audit Charter) merupakan dokumen
formal yang  menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab
kegiatan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP),

b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dan ditegaskan oleh Pernyataan
Komitmen Bupati.

C. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di
Lingkungan Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembaﬁg'uﬁan (BPKP), Inspektorat
Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada
Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah,
Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi
Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit
Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan,

2. KEDUDUEKAN DAN PERAN INSPEKTORAT
a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas  penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur.
b. Inspektur sebagaimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
c. Struktur dan Kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut : :
1. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur
2. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan
pemberhentian PNS.
3. Inspektur Bertanggungjawab kepada Bupati melalyj Sekretaris Daerah.
4. Sekretariat;
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9.
In Spektorat Pembantu

6. |
Kelornpok Jabatay, Fungsiona]

VI
SIDAN Mg INSPEKTORAT
a. Vigi

Visi Inspe

B P .ktoraf\c_ Kabupaten Mukomuo yakni
g Dersih, akﬁntabel, berwibawa dan bebas k

(KKN) gi Kabupaten Mukomug®.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi pembangunan jangka menengah
Kabupaten Mukomuko yaitu “Terwujudnya masyarakat yang religius,
mandiri dan demokratis tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Daeglfgrh Kabupaten Mukomuko Nomor 2 tahun 2016 Tentang
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daeraﬁ (RPJMD) Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016-2021”,
Adapun yang menjadi misi Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 adalah :
1. Membina da?1 mengembangkan kehidupan beragé.'.;na.
2. Optimalisasi SDM yang bertumpu pada kekuatan daya Inovasi
masyarakat Serta Daerah,
3. Pembinaan P%smuda dan Olah Raga.
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.
5. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk kepentingan

“Terwujudnya pemerintahan

orupsi, kolusi dan nepotisme

pembangunan.

6. Meningkatkan dan mengembangkan Insfrastruktur serta fasilitas umum.

7. Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Optimal untuk meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

8. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Transparant dan
akuntabel, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

9. Melibatkan pé.rtisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan.
Dalam Visi;idan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang
terkait deng;tn tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu dalam
angka 2 (dua) yaitu membantu Bupati untuk, “Meningkatkan tata.
kelola pemerintah yang berorientasi pelayanan publik”,

b. Misi: b

Misi Inspektorat Kabupaten Mukomuko yakni :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dan Lembaga, ‘

S

ra
Rty
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2. Me .
' ndorong t .
€rselen ‘
efisien day, demok Bearanya tata kelola pemerintahan yang efektif,
okr
Transpar, 20l melalui kegiatan pengawasan yang profesional,
3. M 77 dan akuntapel
: €nin tkan . .
. gka koordinasi antar instansi pengawas Intern dan instanst
. Pengawas eksterna] Pemerintah lainnya; ‘

Menyi
Y1apkan sarana dan prasarana pendukung pengawas.

. TUGAS POKOK DAN FUNGS] INSPEKTORAT
Tugas Pokok Ir1,§3_13f31{1:0rat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Perencanaan dan Program pengawsan fungsional.

b. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitas pengawasan; g |

c. Pelaksanaan :éE:engawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, éi"é.luasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,

d. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan{éiari Bupati;

e. Pelaksanaan Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;
Pelaksanaan ﬁe’angusutan dan penyelidikan terhad’é\p dugaan penyimpangan
atau penyalal:lgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan
dan pengaduan masyarakat;

g. Pelaksanaan hndakan awal sebagai pengaman diri terhadap dugaan
pcnyimpangan. yang dapat merugikan daerah;

h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah;

i. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak

lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

[ S
.

Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak.

k. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan
keuangan, kepegawaian dn pengurusan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya.

[

Penyusunan l,a_lJ.)oran hasil pengawasan;
. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
. Pelaksanaan kesekretariatan ‘

{2

Pembinaan tenaga fungsional

T ©o o g

Pelaksanan fg:;lgsi lain yang diberikan oleh Bupati tcrl%ait degan tugas dan
fungsinya. - =
)'

4
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eﬁSIEI'lSi, e e Yang r‘nemadai atas ketaatan, kehematan,
o OPD; Vitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

4. Memberikan Peringatan  dini  (Early Warning System-EWS) dan
meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD; dan

S. Membina, Memelihara dan meningkatkan kualitas tata  kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

6. Menyelenggarakan Pengawasan  terhadap  Pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dan Kasus Pengaduan;

7. Melaksanakan ‘Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas
Pengawasan; "'

8. Melaksankan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan;

9. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Inspektorat;

10. Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan instansi lain;

11. Melaksanakan.audit kinerja;

12. Pelaksanaan konsultasi dengan pemberian Saran (éﬂvisory role), Pelatihan
(training role) dan Bimbingan Teknis (facilitative role) tanpa mengambil alih
tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu
pengembangaﬂésistem, penilaian mandiri atas .;)engéﬁdahan dan kinerja;

13. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dalam rangka kepentingan
Pemerintah Dat;;'ah;

14. Pelayanan penufnjang penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pengawasan:,

15. Menyelenggarak'.an pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur
dilingkungan pemerintah daerah serta pemeriksaan pengawasan fungsional
atas dasar petunjuk Bupati.

16. Melakukan peﬁgusutan kebenaran informasi/laporan atay pengaduan
terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan,
sosial budaya dan ekonomi pembangunan;

17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2K
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KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat niémenuhj tujuan dan lingkup Pengawasan Intern secara

memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan unttk :

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasif
aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi
Pengawasan Intern; ‘

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan
kerja yang mer;'jadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan pengawasan;

c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi d

Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan perangkat daerah.
d. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan

engan Bupati/ Wakil

konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya,;

e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan APIP Intern, APIP
eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH);

f. Mengalokasikan' Sumber Daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi,
objek, dan Lingkup Pengawasan Intern;

g. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan
Pengawasan Intern;

h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang
diperlukan, baik yang berasal dari Intern maupun- eksternal Pemerintah
Kabupaten Mukomuko dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan
Intern; j 4

i. Memberikan quality assurance dan/atau consﬁlting, yaitu untuk
memberikan keyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap
perbaikan dan r‘rlxrembcrikan nilai tambah terkait proses pengelolaan resiko,
proses pengendalian dan proses tata kelola;

j. Memberikan rek:)mcndasi kepada Bupati dan/atau melalyj Sekretaris
Daerah atas PeTcriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin Pe
Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dal
perundang-undangan Pidana.

gawai Negeri
am peraturan

Mukomuko.
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» Inspektorat bertanggung

mengembangkan  dan meningkatkan

P, Kualitas Proses Pengawasan, dan Kualitas Hasil

berlaky mengacu kepada Standar Audit/Pengawasan yang

i:::j:::;n Trzlingembangkan, dan melaksanakan Program Kerja

unan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal

Penentuan  skila prioritas dan sasaran pengawasan  dengan

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengai'%'asan;

Menyusun, mengusulkan dan menjamin kecukupan dan ketersediaan

sumber daya pengawasan sehingga memberikan jaminan penyelenggaraan

fungsi Pengawasan Intern dapat secara optimal; )

d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

€. Menyampaikan ?iaporan hasil pengawasan dan laporan secara berkala
aktivitas pelaksaf'naan fungsi Pengawasan Intern kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Mukomuko dan Bupati Mukomuko;

f. Memonitor, Mereviu dan Mengevaluasi kualitas, integritas dan keandalan
proses pelaporan Keuangan, Aset, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Aparatur serta Tugas Pokok dan Fungsi;

g. Memberi Kunsultasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan

h. Mengevaluasi Efisiensi, Efektivitas dan Keekonomisan Kinerja Manajemen.

Tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Mukomuko sebagai APIP selanjutnya
diatur dalam Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

TUJUAN, SASARAN-', :bAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh inspektorat"'

adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran

yaitu: " :

a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pcngendalia}i Intern yang efektif
dengan melibatkan peran serta OPD dan masyarakat untuk

mewujudkan tatd kelola Pemerintahan yang baik padd*Pemerintah Daerah.

b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan

mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan (EWS);
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Menmgkamya_
tWuan dap g,
Kabupatep, M

ketaatan, kehematan . )

! eﬁswnsh dan efektivitas pencapaian

Saran Penye "
Velengg Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

M ukOmuko.
eningkatnys efektivi

tvitg ; i

dan Fun . ManaJCmcn Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas

gSi pemcﬁntah D
. aerah Kab
Menlngkatny upaten Mukomuko.

@ tata kelola Penyelen ; ;
P ntah
Daerah Kap yelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemeri

| upaten Mukomuko yang bersih dan bebas dari praktik-praktik
Korups;i, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan Fungsi Pengawasan Intern tersebut, maka

lingkup Pengawasan Inspektorat meliputi :

a.

Audit/Pengawasan Intern secara berkala atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Pemerintah Daerah, antara lain Pengawasan Umum, Pengawasan
Teknis dan Pex"lgawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah;
Audit/Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, antara lain Penanga.nan Pengaduan
Masyarakat;

Reviu atas Pgnyelenggaraan Tugas dan Fungsi #Pemerintah Kabupaten
Mukomuko, antara lain Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah;

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Melaksanakan Evaluasi atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pemerintah Kabupaten Mukomuko, seperti evaluasi atas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

Melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Pemantauan/Monitoring atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dan

Pemantauan dan Aktivitas Pengawasan lainnya antara lain berupa
asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Pemerintah Daerah.

Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah,
yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit
kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah,

Melakukan evaluasi dan pembinaan SPIP. "
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5 4 Laporap. Keuangan opp
+ [\eviy ) ”
& T Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah:
aSi ’
d. Pemep e Akuntabilites Kineja Instansi Pemerintah OPD;
eriksaan Reguler/ PKPT;,
Pemeriksaan Khusus;
I Evaluasi Ligrp

& Koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pencegahan dan

pemberantasan korupsi.

Monitoring perencanaan kegiatan anggaran
i.  Audit kinerja;

J.  Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

k. Inventarisasi Temuan dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan;

1. Penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI

m. Penanganan Pengaduan Masyarakat

n. Penyusunan:Statistik Pengawasan,;

0. Penelitian dan Penelaahan Informasi;

p. Pengendalian Intern Pemerintah; )

q. Koordinasi pengawasan dengan APIP Intern lainnya dan APIP eksternal
serta Aparat Penegak Hukum (APH);

r. Pengawasan lainnya. i

Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mukomuko
iF iy

sebagai APIP selanjutnya diatur dalam Keputusan Inspektur Inspektorat

daerah Kabupaten Mukomuko.

i
KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan
pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Peraturan Perundang-
undangan yangn berlaku yang mengatur Kode Etk dan Standar
Audit/Pengawasan APIP.

Kode Etik Dan Standar Audit/Pengawasan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten

Mukomuko seba%ai APIP selanjutnya diatur dalam Keputusan Inspektur

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.
Y

it s

LG
[
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9. PERSYA ;
RATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyar
atan s
Aparat Pengawas yang duduk dalam Inspektorat sekurang

kurangnya meliputi :
a. Memiliki - ; i
miliki  sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainny? sesud!

peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Tertent pAEE

APIP;
b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independer jujurs e
obyektif dalam pelaksanaan tugasnya; _
mengenai Teknis

pengalaman

c. Memiliki  pengetahuan  dan
u lain yang relev

Audit/Pengawasan dan disiplin ilm

tugasnya,
d. Wajib mematuhi Kode Etik dan S
informasi
Intern kecuali diw

san AFIP;
pelaksanaan tugas
perdasarkan

tandar Audit/ Pengawé

e. Wajib menjaga' kerahasiaan terkait dengan
) dan tanggung jawab Pengawasan ajibkan lain
undangan;

tata kelola

peraturan perundang-

f. Memahami prinsip—prinsip aik dan
Manajemen Risli.ko; dan

meningkatkan pengetahuan,

s-menerus.

organisasi yang b

g. Bersedia keahlian ~dan kemampuan
profesionalismenya secara teru

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

h terlibat langsung dalam

a. Aparat Pengawas pada APIP tidak bole
tan yang diaudit atal terlibat dalam kegiatan

pelaksanaan operasional kegia
7 lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
D b. Aparat Pengawas APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat

struktural.

Fy

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi

Pengawasan [ntermn, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko perlu menjalin
kerjasama dan koordinasi dengan  satuan kerja (selaku objek

pemeriksaan/pengawasan), Aparat Pengawasan Intern lainnya, Instansi

Pemerintah Pusat,'Aparat Pengawasan Ekstern dan Aparat Penegak Hukum

(APH).
a. Inspektorat dan Objek Pemeriksaan :
1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, maka hubungan

antara Insp_ektorat dengan Obrik adalah hubungan kemitraan antar
G ‘ an a
APIP dan auditan/objek pemeriksaan atau antara konsultan
penerima jasa. egan
i

—d
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B e
2, D&l
am setig
P pe
p nugasan (bmk penugasan audit/pemeriksaan maupun

bri g
tk harys memberikan dan menyajikan informasi yang

den
%m fuang lingkup penugasan.

tasi), 0
relevan

. audit yang diberikar
etiap
yang

Obrik wai:
"Va 1D« 4 "
oleh In : b menindaklanjuti setiap rekomendas
rek POl dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas S
0 " )
mendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur
berlaky. :

b. Inspektorat, Iﬁ%tansi Pemerintah Pusat dan APIP lain (Badan Pemeriksa
Keuangan, Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan dan
Inspektorat Propinsi, Inspektorat K/L).

L. IﬂSpektorati‘menggunakan kebijakan dan peratli{'an— peraturan di bidang
oleh Instansi Pemerintah Pusat

pengawasan  yang dikeluarkan
program pengawasan

dalam menentukan arah kebijakan dan

Inspektorat.a_i
rja Badan Pengawasan Keuangan dan

kerjasama dengan
(BPKP) selaku
k Peningkatan

2. Inspektorat!'menjadi mitra ke
Pembangunan (BPKP), Inspektorat membangun
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
koordinator” APIP dan mitra kerja Inspektorat untu

Kapabilitas APIP.
3. Inspektorat.menjadi mitra kerja Inspektorat Propinsi dan Inspektorat

K/L dalam Pengawasan Intern terpadu.
4, Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan
tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan

pengawasarn nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi
tumpang tirfdih pelaksanaan pengawasan.
5. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun

laporan hasil pengawasan.

¢. Inspektorat dan ‘Aparat Pengawasan Ekstern !

1. Inspektorat menjadi mitra atau pendamping baléi aparat pengawasan
ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia
data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat

pembahasan temuan audit.

A
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Ing 1
unpektorat 'H'pat be

_berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern

3. Mindak mlcn‘ angi duplikasi dengan glingk\:g') il asm.lnspﬂfw’a:n :
di lanjit dan status atas setiap rekomendss audit ¥
188mpaikan atas setiap engawhsS At
bagi In 4parat pengawasan ckstern merupakan bahan I;’D

4. Ing ek:}icktoﬂ t terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi O s Badan
Pe Pektorat flenyampaikan laporan hasil pemerikeaan kepada |

d. Ins ekn: ¢riksa Keflangan perihal kerugian negara.
! F; orat dan Aparat Penegak Hukum (APH) . aparat Pencg o
- Inspektorat thenjadi mitra atau pendamping l?:ii scgagai penyedie

Hukum (APH] selama pelaks
data/informadi maupun sebagai
pembahasan femuan audit yang
Inspektorat
Audit Dengan|Tujuan Tertentu
Inspektorat K
atau se:balikriI a atas Hasi

12. PENILAIAN BERKA

a. Bupati memben
pengawasan, evab
dan menyampaik.
Inspektorat Daer
wewenang, dan,
memadai dalam

A

tujuannya.

¢. Hasil penilaian’

anaan penugasan, .
gnitra satuan kerja P

bepotensi Kerugian Negersa; o
enjadi mitra bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dal

dit Investigasi;
(ADTT) dan atau Au Ers (APH) 4an

ada seat

erkoordinasi dengan Aparat Penegak
| Pemeriksaan Intern.

i ' melaksanakan fungsi
Tim Pengawasan Mana]eme:‘erz:gip kegiatan Tnspektorat

asi dan pemberian dukungan terh

h laporan kinerjanya kepada Bupat s§acz}ra berkala. e an
hh secara berkala harus menilai apa.kah‘ inijteta;;
anggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam

kegiatan Pengawasan Intern sehingga dapat mencapai

secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan

dengan Bupati. 3

13. PENUTUP
Piagam Auc

diperlukan maka esan ¢
menjamin: kesclerasan

perubghan::

'pényeléﬁkzggfééh

i

m 'é:s i Ly T

1

i

ditetapkan dan apabila
tern. 510 dan/atau penyempurmean guna
an -dilakukan perubahan [ataut P pengawAsan,

tik-praktik
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